MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-XI1/2014

Tentang
Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pemohon : Ir. Darma Ambiar, M.M. dan Drs. Sujana Sulaeman
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)
Pokok Perkara . Pengujian Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UuUD 1945
Amar Putusan . Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
1.2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan . Selasa, 11 November 2014
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing
adalah Direktur PT. Minerina Cipta Guna (Pemohon I) dan Direktur Utama PT. Bangun Bumi
Bersatu (Pemohon Il) mengatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAAPS a quo telah
membuat adanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena menimbulkan norma
baru dan memuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskannya
atau setidaknya telah memuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok
yang dituangkan oleh Pasal yang dijelaskannya. Oleh karena terdapat perbedaan norma
atau memunculkan norma baru atau perubahan terselubung, maka ketentuan tersebut telah



menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon
adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Penjelasan Pasal 70 UU
30/1999 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon
mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang masing-masing adalah Direktur PT. Bangun Bumi Bersatu (PT. BBB) dan
PT. Minerina Cipta Guna (PT. MCG), yang merupakan perusahaan yang bersengketa di
Badan Arbitrase Indonesia (BANI) yang mengalami, atau setidaknya potensial mengalami
kerugian konstitusional dengan adanya Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999, karena
menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan substansi yang terkandung dalam
Pasal 70 UU 30/1999, sehingga tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan mendasarkan pada
Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum,
serta dalil Pemohon yang menganggap dirugikan akibat ketidakpastian hukum dengan tidak
selarasnya ketentuan dalam Pasal 70 dengan Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999, maka
menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut Dbersifat
potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat
kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang
didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Penjelasan
Pasal 70 UU 30/1999 yang selengkapnya menyatakan, “Permohonan pembatalan hanya
dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-
alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan
putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti
atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”, sedangkan Pasal
70 UU 30/1999 menyatakan, “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui
palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
pemeriksaan sengketa.”

Dengan adanya Penjelasan tersebut menurut para Pemohon mengakibatkan norma
dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian sengketa perdata, yaitu sengketa hukum yang menyangkut
hubungan hukum antarorang dalam pengertian perseorangan, khususnya dalam bisnis
atau perdagangan, sesungguhnya menjadi urusan mereka yang terlibat di dalamnya.
Oleh karena itu, untuk penyelesaiannya para pihak dapat mengajukan ke pengadilan
yang berwenang yang disediakan oleh negara guna melayani mereka. Dalam
memberikan pelayanan, sebelum menyelesaikan sengketa, pengadilan akan
bersungguh-sungguh berusaha supaya mereka dapat menyelesaikan dengan cara
perdamaian. Baru apabila hal tersebut tidak tercapai maka pengadilan akan



2.

menyelesaikan sengketa dimaksud dengan menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal
24 UUD 1945]. Dalam penyelesaian sengketa tersebut selain mengajukan ke pengadilan,
mereka dapat pula mengadakan perjanjian, baik sebelum atau setelah terjadi sengketa,
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
penyelesaian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
[vide Pasal 1 angkal UU 30/1999]. Bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui
arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pendapat hukum atau putusan [vide
Pasal 52 UU 30/1999]. Penyelesaian sengketa diajukan kepada lembaga apapun —
pengadilan atau arbitrase — sesungguhnya lembaga dimaksud adalah pihak ketiga yang
mendapat kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, selain
lembaga dimaksud harus independen dan imparsial, para pihak yang bersengketa dalam
proses penyelesaian tersebut harus sungguh-sungguh, terbuka, tulus dan jujur. Tiadanya
hal tersebut pada salah satu dari kedua belah pihak, sehingga merugikan pihak lain
maka pihak lain tersebut harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembatalan kepada
pengadilan yang berwenang. Terkait dengan hal tersebut Pasal 70 UU 30/1999
mengatur, yang pada pokoknya bahwa terhadap putusan arbitrase salah satu pihak
dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan apabila putusan tersebut
diduga mengandung unsur ketidakjujuran, yaitu a. surat atau dokumen yang diajukan
dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b.
setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang
dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Penjelasan pasal tersebut
menyatakan, pada pokoknya, bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan
terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
Putusan pengadilan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan
pembatalan putusan arbitrase menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk
mengabulkan atau menolak permohonan.

Bahwa pasal a quo di dalamnya mengandung norma, pada pokoknya, bahwa terhadap
putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan manakala ada dugaan
mengenai terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana telah
diuraikan di atas. Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah
kata “diduga” dalam Pasal 70 UU 30/1999 yang dalam Penjelasannya mempergunakan
frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga” menurut Mahkamah
memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan
pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis,
subjektif, sepihak, dan a priori. Adapun frasa “harus dibuktikan dengan putusan
pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian
hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah
satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan
dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian
seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga
seharusnya selengkapnya menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut hukum akan menjadi masalah bila
putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “harus dibuktikan dengan
putusan pengadilan” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif,
sepihak, dan apriori, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut
hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori. Hanya oleh
karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses
verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu
pula putusan tersebut mestinya harus sudah final. Menurut Mahkamah Penjelasan



3.

tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal
hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat a priori dari pemohon sedangkan
dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan
putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil
para Pemohon bahwa penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan
ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum.

Dengan adanya penjelasan dimaksud apakah pasal tersebut menjadi multi tafsir
sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
yang adil. Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas (expressis verbis),
sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan
pasal tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat
ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan
terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (i) bahwa
alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan
pembatalan. Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan
pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan
untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan
tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang
masih menjadi dugaan pemohon tersebut harus dibuktikannya dalam proses pembuktian
permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir
terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum,
sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama yang
dipergunakan, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut
akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu
yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara
lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999 yang menyatakan, “Permohonan pembatalan putusan
arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera
Pengadilan Negeri”. Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak
mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal

70 UU 30/1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan para
Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2.

1.1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

1.2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



